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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 250/PMK.07/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27  Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015  jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan rincian 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;  

  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun 

Anggaran 2015 jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perubahan rincian 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai akibat dari 
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perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan; 

  c. bahwa berdasarkan data prognosa realisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 

2015, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi 

Hasil Sumber Daya Alam Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2015; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5669); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 

tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MENURUT 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 

Perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 

meliputi: 

a.    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I; 

b.    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Pertambangan Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 

c.    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan 

d.    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Perikanan Menurut Kabupaten/Kota sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2015                                   

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

                      ttd 

 

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2015 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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